BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan Sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua
makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.!
Perkawinan vyaitu berkumpulnya dua orang (laki-laki dan perempuan) yang
semula terpisah menjadi satu kesatuan yang utuh dan berpasangan/bermitra
sebagai suami istri. Dalam istilah lain dapat dinyatakan bahwa dengan perkawinan
menjadikan seseorang mempunyai pasangan. Seorang laki-laki belum lengkap
hidupnya tanpa perempuan, demikian juga sebaliknya perempuan tanpa laki-laki
juga merasa hidupnya belum lengkap.?

Perkawinan adalah "pernikahan™ yang didalamnya bermakna ikatan yang
kuat (dalam figh; Mitsagan Ghalizhan). Melaksanakan nikah dihukumkan dengan
perbuatan ibadah.® Di samping perkawinan itu merupakan suatu perbuatan ibadah,
perempuan yang sudah menjadi istri itu merupakan amanah Allah yang harus

dijaga dan diperlakukan dengan baik dan ia diambil melalui prosesi keagamaan

Slamet Abidin, Aminudin, Figih Munakahat 1 (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hal.
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dalam akad nikah.* Perkawinan juga adalah salah satu dari Sunnah para Nabi

sesuai dengan hadits Tirmidzy dari Abu Ayyub, pernah Rasulullah Saw bersabda:
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"Sufyan bin Waki’ menyampaikan kepada kami dari Hafsh bin Ghiyats,
dari al-Hajjaj, dari Makhul, dari Abu asy-Syimal, dari Abu Ayub bahwa
Rasulullah SAW bersabda, Empat hal yang termasuk Sunnah para rasul
yaitu rasa malu, memakai wewangian, siwak, dan nikah".

Abu Isa berkata, “Terkait dengan bab ini ada juga hadits riwayat dari
Utsman, Tsauban, Ibnu Mas’ud, Aisyah, Abdullah bin Amr, Abu Najih,
Jabir, dan Akkaf™.

Abu Isa berkata, “Hadits Abu Ayub ini hasan gharib”.®

Pada prinsipnya perkawinan merupakan ikatan batin, karena adanya

kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dan seorang wanita untuk

hidup bersama sebagai suami dan istri.” Tujuan berkeluarga kita bisa dapatkan

pedomannya dari Q. S. Ar-Rum/30:21.

hal. 6.

hal. 255.

hal. 379.
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"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan
pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung
dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa
kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat
tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir". (Q. S. Ar-
Rum/30:21).2
Adapun tujuan perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1
Tahun 1974 Bab | Pasal 1, bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara
seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa".°
Perkawinan itu adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang
laki-laki dan seorang perempuan karena ikatan suami istri, dan membatasi hak dan
kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.°
Perkawinan dalam pandangan Islam bukan saja hanya bisa menghalalkan
hubungan kelamin atau pergaulan melainkan dengan maksud untuk mendapatkan
keturunan yang sah dalam rangkaian melanjutkan generasi di samping supaya

suami istri dapat membina kehidupan yang tentram lahir dan batin atas dasar

saling mencintai dan mengasihi dalam suatu rumah tangga yang sakinah

8Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya (Jakarta:
HALIM, 2013), hal. 406.

Republik Indonesia, “Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.

OMustofa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hal.



(bahagia).** Dalam Hukum Islam perkawinan sah apabila telah dilakukan sesuai
dengan hukum Islam dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan
dalam Undang-undang Perkawinan. Juga perkawinan itu dapat dinyatakan sah dan
diakui secara negara jika perkawinan tersebut tercatat menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dalam Undang-undang
Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Bab | Pasal 2 ayat (2) yaitu "Tiap-tiap
perkawinan  dicatat menurut  peraturan  perundang-undangan  yang
berlaku".'?Berdasarkan tulisan dari Listya Pramudita dalam penelitiannya
membahas mengenai pembatalan perkawinan bahwa yang namanya perkawinan
itu merupakan ikatan suci lahir dan batin. Namun seiring dengan perkembangan
global yang kita lihat dan rasakan saat ini, pelanggaran terhadap larangan
perkawinan itu sangat mungkin terjadi dikalangan masyarakat yang salah satunya
terhadap perkawinan yang bisa dibatalkan oleh pihak lain karena adanya
pelanggaran terhadap perkawinan tersebut sehingga bisa dibatalkan.®

Pembatalan perkawinan adalah suatu cara untuk tidak dilanjutkan
hubungan perkawinan setelah perkawinan itu terjadi sebelumnya. Dalam Pasal 22
Undang-undang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan

apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan.*
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Adanya kurang pengawasan baik dari pihak keluarga atau pihak pejabat yang
berwenang sehingga bisa menyebabkan suatu pernikahan dapat dilakukan padahal
didalamnya terdapat sebuah pelanggaran perkawinan baik dalam hukum Undang-
undang Perkawinan atau hukum Munakahat. Dalam hal ini jika terjadi maka
dengan adanya permohonan dari pihak yang berkepentingan perkawinan yang
sudah terlanjur terjadi itu bisa di batalkan oleh Pengadilan Agama.®

Salah satu alasan pembatalan perkawinan adalah apabila salah satu pihak
suami/istri yang masih mempunyai ikatan perkawinan yang sah melakukan
perkawinan yang lain tanpa seijin dari pihak yang lainnya seperti pada Undang-
undang Perkawinan Pasal 24 yaitu "Barang siapa karena perkawinan masih terikat
dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya
perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak
mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.t®
Dijelaskan juga di dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 71 huruf a yang
berbunyi "Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila: seorang suami melakukan
poligami tanpa izin Pengadilan Agama".%’

Berdasarkan tulisan dari Penelitian lin Zefanya Lien Sebesty bahwa
perkawinan bisa menjadi batal jika perkawinan tersebut tidak memenuhi rukun

dan syarat yang mana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

BListya Pramudita, op. cit., hal.3.

18Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Yntruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.



Kompilasi Hukum Islam pada saat dilangsungkannya perkawinan tersebut.*® Juga
dalam tulisan penelitian oleh Lilis Abdullah bahwa hanya dengan Putusan
Pengadilan kasus Pembatalan Perkawinan dapat dilakukan. Perkawinan yang
awalnya telah dilangsungkan lalu ada pihak yang ingin membatalkan dan jatuhlah
putusan Pengadilan maka perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada.
Walaupun perkawinan yang telah dilaksanakan dan dibatalkan itu dianggap tidak
ada tetapi tidak serta merta bisa menghilangkan akibat hukum dari perkawinan
tersebut.’® Seperti halnya jika dalam perkawinan tersebut mereka sudah
mempunyai anak, maka tidak bisa menghilangkan status anak yang dilahirkannya
sebagai anak sah mereka.

Mengenai kasus pembatalan perkawinan mengesankan bahwa perkawinan
itu sebelumnya sudah berlangsung dan bisa buah dari perkawinan itu sudah ada
seperti anak dan juga harta bersama. Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1
Tahun 1974 Pasal 28 ayat (2) dinyatakan: Keputusan tidak berlaku surut terhadap:

1. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
2. Suami atau istri yang bertindak dengan beritikad baik, kecuali terhadap
harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan adanya perkawinan

lain yang lebih dahulu.

18lin Zefanya Lien Sebesty, Skripsi, Analisis Hukum Putusan Pembatalan Perkawinan
(Studi Kasus Putusan Nomor: 1098/Pdt.G/2011/PA Mks) (Universitas Hasanuddin Makassar,
2013), hal. 4.

Lilis Abdullah, Skripsi, Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan identitas
Suami dalam Perkawinan Poligami (Studi Kasus Nomor 68/Pdtg.G/2012.pa.Sgm (Universitas
Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017), hal. 12.



3. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam huruf a dan b sepanjang
mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan
tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam seperti yang terdapat pada
Pasal 75 dan 76 dijelaskan bahwa :

Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam

Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

a. Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami istri murtad.

b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad

baik, sebelum keputusan Pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan

hukum yang tetap.

Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam

"Batalnya suatu perkawinan tidak akan membatalkan hubungan hukum
antara anak dengan orang tuanya”.

Dengan demikian jelaslah pembatalan perkawinan tidak berpengaruh
terhadap status anak yang telah di lahirkan".?°

Status anak tersebut tidak berubah karena adanya kasus Pembatalan
perkawinan karena dia tetap diakui sebagai anak yang sah dari pasangan yang
melakukan perkawinan itu. Apabila anak yang dilahirkan tersebut lahir dari
perkawinan yang sah di mata hukum agama dan negara, maka anak itu diakui

sebagai anak yang sah seperti yang penulis sudah jelaskan di atas tentang sahnya

2Abd. Kadir Syukur, op. cit., hal. 70.



perkawinan. Lain halnya jika anak itu bukan termasuk anak sah yang seperti anak
yang lahir sebelum perkawinan itu dicatatkan sehingga tidak memiliki kekuatan
hukum karena berdasarkan Bab 1X pasal 42 anak sah yaitu "Anak yang sah adalah
anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah".?

Seperti pada kasus Pembatalan perkawinan yang akan penulis jabarkan di
bawah ini.

Salah satu kasus Pembatalan perkawinan yang penulis temukan adalah di
Pengadilan Agama Tanjung Selor pada putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.TSe.
Pada putusan ini di mana Penggugat/Tergugat Rekonvensi selaku istri pertama
dari suami yang mana suaminya telah meninggal dunia mengajukan gugatan
terhadap Tergugat/Penggugat Rekonvensi selaku istri kedua dari suami. Duduk
perkaranya yaitu bahwa Penggugat masih berstatus sebagai istri sah dari suami
dan suami baru meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2020. Penggugat baru
mengetahui Suami menikah resmi dengan Tergugat pada tanggal 02 Januari 2021
dan Penggugat keberatan dari perkawinan tersebut dan minta untuk dibatalkan.
Dalam gugatan yang didalilkan Penggugat, Tergugat membenarkan bahwa dia
mengetahu suami telah mempunyai istri sebelumnya dan masih terikat yaitu pada
tahun 2005 ketika anak dari suami dan Penggugat menikah. Lalu Tergugat
mengajukan gugatan dalam Rekonvensinya yaitu mendalilkan bahwa dari
pernikahannya dengan suami telah dikaruniai 3 orang anak dan memohon untuk

ketiga anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah dari Tergugat dan Suami. Dalam

ZIRepublik Indonesia, “Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.



kasus ini, adalah Penggugat masih terikat perkawinan yang sah dengan Suami dan
ketika itu Suami menikah lagi dengan perempuan lain tanpa adanya penetapan
Pengadilan Agama yang memberikan izin untuk berpoligami terhadap Suami.
Perkawinan pada kasus tersebut tidak memenuhi salah satu syarat dalam
perkawinan yaitu adanya penetapan Pengadilan Agama tentang pemberian izin
poligami bagi suami yang ingin menikah dengan perempuan lain sedang dirinya
masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan istri terdahulu. Majlis Hakim
memutuskan bahwa perkawinan antara Suami dengan Tergugat dinyatakan batal
dan menyatakan bahwa Kutipan Akta Nikah mereka yang dikeluarkan oleh
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tidak berkekuatan hukum. Yang
menjadi permasalahan di sini adalah Majlis Hakim juga mengabulkan gugatan
Rekonvensi Tergugat yang mana Tergugat memohon kepada Majlis Hakim untuk
ditetapkan anak antara Tergugat dengan Suami sewaktu menikah sirri sebagai
anak sah mereka. Memang akibat dari pembatalan perkawinan tidak berlaku surut
terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tapi jika anak itu adalah
anak yang sah menurut negara. Pada kasus ini adalah suami Penggugat menikah
dengan istri kedua secara Sirri terlebih dahulu pada tanggal 29 Desember 2004
dan mempunyai 3 orang anak lalu setelah beberapa lama yaitu pada tanggal 26
Februari 2020 mereka baru mencatatkan perkawinan mereka ke Kantor Urusan
Agama. Dalam hal ini, anak mereka itu tidak dianggap sebagai anak mereka
karena pernikahan yang mereka lakukan secara sirri tidak diakui secara hukum
negara karena tidak tercatat dalam catatan negara sebagaimana dijelaskan dalam

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijelaskan di atas
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tentang pernikahan dapat dinyatakan sah apabila dicatat menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Maka pernikahan mereka yang dilakukan
secara sirri dianggap tidak ada perkawinan menurut hukum negara dan otomatis
anak yang dilahirkan dari pernikahan itupun juga dianggap tidak ada. Tapi
Tergugat di sini memohon untuk penetapan anak mereka sebagai anak sah dari
hasil perkawinan Sirri tadi dan Majlis Hakim mengabulkannya yang hanya
melihat pada Pasal 28 ayat (2) huruf a Undang-Undang Perkawinan Nomor 1
Tahun 1974 jo. Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam saja tentang status anak dari
pembatalan perkawinan yang menyatakan anak mereka adalah anak sah padahal
anak itu lahir sebelum perkawinan antara Suami dan Tergugat dicatatkan secara
resmi. Oleh karena itu, terdapat permasalahan yang dapat dikaji lebih dalam lagi
kenapa bisa diakui. Lain halnya apabila mereka melakukan permohonan isbat
nikah dan dikabulkan maka bisa saja anak hasil nikah Sirri bisa diakui. Akan
tetapi, permohonan isbat nikah itupun tidak serta merta dengan gampang
dikabulkan dan terlebih lagi dalam hal kasus ada poligami di dalamnya maka
pintu isbat nikah ditutup sehingga tidak bisa dilakukan melainkan hanya bisa
melalui permohonan asal usul anak.

Dari permasalahan ini membuat penulis menjadi tertarik untuk meneliti
lebih jauh lagi terhadap kasus pembatalan perkawinan yang mana di sini anak
hasil nikah Sirri diakui sebagai anak sah oleh Majlis Hakim. Untuk mengkaji
permasalahan ini maka penulis akan menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah

berupa skripsi dengan judul "Pembatalan Perkawinan dan Penetapan Sahnya
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Terhadap Anak di Luar Perkawinan yang Sah (Analisis Putusan Nomor

23/Pdt.G/2021/PA.TSe)".

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka
penulis akan merumuskan permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana pertimbangan hukum Majlis Hakim terhadap perkara
pembatalan perkawinan Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.TSe?
2. Bagaimana Status Hukum Anak dalam Hukum Islam Dari Pernikahan

Sirri?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah
sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Majlis Hakim terhadap perkara
pembatalan perkawinan Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.TSe.
2. Untuk Mengetahui Status Hukum Anak dalam Hukum Islam Dari

Pernikahan Sirri.

D. Signifikansi Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:
1. Secara teoritis, sebagai bahan informasi untuk perkembangan ilmu

pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum dan menjadi sumbangan
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pemikiran dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan para pembaca
pada umumnya dan penulis pada khususnya mengenai persoalan
pembatalan perkawinan dan akibat hukum anak dari perkawinan tersebut.
2. Secara praktis, dapat memberikan kontribusi sebagai bahan pelengkap dan
penyempurna bagi studi selanjutnya dan juga dapat memperbanyak
khazanah perpustakaan sebagai informasi bagi peneliti yang akan meneliti

dalam perspektif yang sama dari sudut pandang yang berbeda.

E. Definisi Operasional
1. Istilah pembatalan perkawinan adalah suatu cara untuk tidak dilanjutkannya
hubungan perkawinan yang sebelumnya perkawinan itu terjadi.?? Yang
dimaksud pembatalan perkawinan di sini adalah perkawinan yang dibatalkan
oleh pengadilan atas gugatan dari Penggugat.
2. Yang dimaksud Penetapan di sini adalah memutuskan bahwa anak di luar
perkawinan yang sah ditetapkan sebagai anak sah.
3. Sah berasal dari bahasa Arab yaitu “Sahih” yang secara etimologi berarti
sesuatu dalam kondisi baik dan tidak bercacat.?® Yang dimaksud sah di sini
adalah status kesahan seorang anak.
4. Anak adalah anak kandung yang sah atau anak yang disahkan menurut

Undang-undang Negara dari Pegawai Negeri, Penerima Pensiun, atau

22Abd. Kadir Syukur, op. cit., hal. 67.

23gatria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis
Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet. ke-3,
2010), hal. 20.
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penerima pension janda/duda.?* Maksud dari anak di sini adalah anak yang
dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan.

5. Analisis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyelidikan pada
suatu peristiwa untuk diketahui keadaan yang sebenarnya atau menjelaskan
suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta
hubungan antar bagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat dan
pemahaman arti keseluruhan.®Analisis yang diamksud di sini adalah
menganalisis putusan pembatalan perkawinan Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.TSe.
6. Putusan adalah produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang
berlawanan dalam perkara, yaitu “Penggugat” dan “Tergugat”. Produk
Pengadilan semacam ini biasa diistilahkan dengan “produk peradilan yang
sesungguhnya” atau jurisdictio cententiosa.?® Putusan yang dimaksud di sini

adalah putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.TSe.

F. Kajian Pustaka

Setelah adanya penelusuran yang dilakukan oleh penulis terhadap karya-
karya ilmiah yang membahas tentang kasus pembatalan perkawinan. Penulis
menemukan beberapa diantaranya dalam bentuk skripsi. Dalam penjabaran skripsi

ini penulis akan menjelaskan persamaan dan perbedaan dari penelitian yang akan

24padmo Wahjono, Kamus Tata Hukum Indonesia (Jakarta: IND. HILL-CO, 1987), hal. 5.

Ajeng  Juniwanti, Skripsi, Pembatalan Hibah (Analisis Putusan Nomor
498/Pdt.G/2019/PA.Blcn dan Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PTA.Bjm) (Universitas Islam Negeri
Antasari Banjarmasin, 2021), hal. 8.

%Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,
cet. ke-8, 2001), hal. 193.
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diangkat penulis supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Adapun skripsi yang
ditemukan penulis adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Lilis Abdullah, dari Fakultas Syariah
dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2017 yang
berjudul "Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Suami
dalam Perkawinan Poligami (Studi Kasus Nomor 68/Pdtg.G/2012.pa.Sgm)".?’
Dalam skripsi ini memfokuskan penelitiannya pada implikasi hukum dari
pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas dan proses pembuktian dan
pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim. Dalam kasus ini Tergugat 1
dan 2 melakukan perkawinan dengan cara memalsukan identitas mereka agar
dapat melangsungkan pernikahan. Dalam gugatan ini dikabulkan oleh Majlis
Hakim yang mana perkawinan tersebut dibatalkan dan tidak berlaku surut
terhadap anak mereka dari perkawinan tersebut yaitu masih dianggap sebagai
anak sah mereka. Persamaan dari penelitian penulis adalah sama-sama
mengangkat Maslah putusan tentang pembatalan perkawinan dan akibat hukum
dari perkawinan tersebut. Tapi perbedaan dari penelitian ini adalah penulis
menitikberatkan pada akibat hukum dari perkawinan tersebut. Pada penelitian ini
penulis ingin meneliti mengapa anak dari Tergugat bisa ditetapkan sebagai anak
sah dari suami Penggugat dan Tergugat, padahal anak itu lahir sebelum
perkawinan mereka dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama yang mana

pernikahan mereka itu tergolong pernikahan baru yang tercatat dan belum ada

ZLilis Abdullah, op. cit.
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anak dari hubungan tersebut dengan menganalisis putusan Nomor
23/Pdt.G/2021/PA.TSe.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Astuti Nur Halimah dari Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri Salatiga pada tahun 2012 yang berjudul "Pembatalan
Perkawinan Karena Hamil di Luar Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama
Boyolali No.886/Pdt.G/2010/PA.Bi)".?® Pada penelitian ini fokus penelitiannya
menjelaskan pembatalan perkawinan ditinjau dari Undang-undang Perkawinan
Nomor 1 Tahun 1974, tinjauan Hukum Islam terhadap pembatalan perkawinan
karena hamil di luar nikah dan menjelaskan pertimbangan hakim dalam
menetapkan putusan terhadap pembatalan perkawinan karena hamil di luar nikah
sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama  Boyolali
No0.886/Pdt.G/2010/PA.Bi. Pada penelitian ini Pemohon meminta perkawinan
antara Pemohon dan Termohon untuk dibatalkan karena Pemohon mengetahui
bahwa Termohon sudah hamil 5 bulanan dengan laki-laki lain. Dari kasus ini
Majlis Hakim memutuskan untuk membatalkan perkawinan mereka. Persamaan
dengan penelitian yang ingin diteliti penulis adalah sama-sama tentang kasus
pembatalan perkawinan tapi yang membedakannya adalah pada penelitian yang
ingin diteliti penulis yang lebih difokuskan tentang pertimbangan hakim dari
kasus perkawinan poligami yang ingin dibatalkan dan akibat hukum anak dari
perkawinan tersebut yang mana awalnya mereka melakukan pernikahan secara

Sirri yang baru dicatatkan di Kantor Urusan Agama dengan melihat fakta-fakta

ZAstuti Nur Halimah, skripsi, Pembatalan Perkawinan Karena Hamil di Luar Nikah
(Studi Putusan Pengadilan Agama Boyolali N0.886/Pdt.G/2010/PA.Bi) (Sekolah Tinggi Agama
Islam Negeri Salatiga, 2012).
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yang ada didalamnya yaitu secara negara mereka belum mempunyai anak, dengan
menganalisis putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.TSe.

Maka jelaslah terdapat perbedaan antara dua penelitian di atas dengan
penelitian yang akan diteliti penulis walaupun sama mengangkat mengenai

perkara pembatalan perkawinan.

G. Metode Penelitian
Sebuah metode penelitian itu mempunyai peranan yang cukup penting
dalam langkah penyusunan suatu karya ilmiah termasuk skripsi. Adapun metode
penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian
Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian hukum normatif. Penelitian
hukum normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum
sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah
berupa asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan
pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran).?® Pendekatan yang penulis
gunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan analisis (analytical approach),
pendekatan analisis ini digunakan oleh penulis dalam rangka melihat sebuah
fenomena kasus yang telah diputus oleh Pengadilan Agama dengan cara
melihat analisis yang dilakukan oleh ahli hukum yang dapat digunakan oleh

hakim dalam pertimbangan hukumnya.

2%peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hal.

57.
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2. Sifat Penelitian
Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu yang
mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan
teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian® Secara deskriptif penelitian
ini menguraikan secara sistematik mengenai putusan Pengadilan Agama
Tanjung Selor tentang perkara pembatalan perkawinan dalam putusan Nomor
23/Pdt.G/2021/PA.TSe. Analisis artinya penelitian ini menganalisa unsur-
unsur yang terkait dengan pembatalan perkawinan dan akibat hukum bagi
anak.
3. Bahan Hukum
Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bahan
hukum primer, sekunder, dan tersier, yaitu:
a. Bahan hukum primer, bahan hukum ini adalah bahan hukum yang
bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer
terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam
pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.3! Bahan
hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor
23/Pdt.G/2021/PA.TSe.
b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum ini adalah bahan hukum yang

memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, misalnya: rancangan

106.

30Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, cet. ke-10, 2018), hal.

Slpeter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Prenada Media Group, cet. ke-3,

2007), hal. 141.
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undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari pakar hukum, dan
sebagainya.®? Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan terdiri atas:
Buku-buku ilmiah yang terkait, hasil penelitian terkait, jurnal, makalah, dan
literatur yang terkait. Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku-buku
yang terkait dengan Pembatalan Perkawinan antara lain:

1) Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya.

2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi

Hukum Islam.
4) Format Hukum Perkawinan dalam Hukum Perdata Islam di
Indonesia karya A. Sukris Sarmadi.

5) Hukum Perkawinan di Indonesia karya Abd. Kadir Syukur.
c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya: Kamus,
Ensiklopedia, dan sebagainya.®®* Bahan hukum tersier yang digunakan
dalam penelitian ini adalah Kamus Tata Hukum Indonesia.

4. Teknik pengumpulan bahan hukum
Dalam pengumpulan bahan hukum yang diperlukan, teknik yang
digunakan adalah:

a. Studi Dokumen, yaitu penulis memperoleh bahan hukum primer dari

sebuah dokumen hukum yang dikeluarkan Pengadilan Agama Tanjung

32Zainuddin Ali, op. cit., hal. 23.

%Ibid., hal. 24.



19

Selor yaitu putusan dari Majlis Hakim dalam perkara pembatalan
Perkawinan Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.TSe. Penulis memperolehnya
dengan cara mencari, kemudian membaca putusannya, menelaah dan
setelah itu dilakukanlah penelitian terhadap putusan ini.

b. Studi Pustaka, yaitu melakukan penelusuran bahan-bahan hukum
dengan cara pergi keperpustakaan atau mencari di sosial media internet
pada waktu pagi, siang, atau sore dan bahkan malam dengan cara
mencari, membaca, menelaah dan sambil memahami isinya lalu
dilakukan pengetikan sedikit demi sedikit sehingga dapat membantu
penulis dalam melakukan penelitian ini. Teknik pengumpulan bahan
hukum ini penulis lakukan untuk menghimpun bahan hukum sekunder
yang dijadikan bahan penunjang dalam penelitian yang dapat membantu
penulis dalam menganalisis data.

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum
Bahan hukum yang sudah terkumpul kemudian diolah. Pengolahan
bahan hukumnya adalah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan bahan hukum, adalah memeriksa dan mengoreksi apakah
bahan hukum yang telah terkumpul tersebut sudah cukup lengkap,
benar, dan sudah sesuai dengan masalah.

b. Penandaan bahan hukum, adalah memberi catatan atau tanda yang
menyatakan sumber bahan hukum.

c. Rekonstruksi bahan hukum, adalah menyusun ulang bahan hukum

secara teratur, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
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d. Sistematika bahan hukum, adalah menempatkan bahan hukum dalam
kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.
6. Analisis Bahan Hukum
Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Bahan hukum yang sudah
terkumpul dari studi dokumen dikelompokkan sesuai dengan permasalahan
yang akan dibahas. Bahan hukum tersebut lalu ditafsirkan dan dianalisis agar

mendapatkan kejelasan (pemecahan dari masalah yang akan dibahas).

H. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini terdiri 4 (empat) Bab, mulai dari Bab | sampai
dengan Bab IV yang secara garis besar isinya sebagai berikut:

BAB | Pendahuluan. Mengemukakan Latar Belakang Masalah, Rumusan
Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, Definisi Operasional, Kajian
Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB Il Landasan Teori. Pada bab ini akan membuat landasan teori yang
berkaitan dengan penelitian ini, yaitu tentang perkawinan dan pembatalan
perkawinan.

BAB Il Gambaran Umum Putusan dan Analisis. Pada bab ini akan
menguraikan gambaran umum putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.TSe, dan
analisis terhadap masalah yang terdapat dalam putusan tersebut.

BAB IV Penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil

penelitian dan berisi saran-saran.



